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KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PEDOMAN TEKNIS TATA
KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

ABSTRAK: - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 57 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan
Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja
Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati da Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi
Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan
Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan
Wakil Gubernur, Bupati da Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 27 Tahun 1959; UU NO. 23 Tahun
2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 1 Tahun 2015
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; UU No.
7 Tahun 2017; PKPU No. 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22
Tahun 2008; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 15 Tahun 2019
sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2019.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
1. Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS;
2. Persyaratan, kedudukan, susunan keanggotaan dan pembentukan PPK, PPS dan
KPPS;
3. Kesekretariatan PPK dan PPS;
. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dan Petugas Ketertiban TPS;
5. Penggantian Anggota PPK, PPS dan KPPS.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Januari 2020.
- Lamp.:20 him.



